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ABSTRAK 

Heru Nurmansyah/222015094/2019/Pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan Standar 

akuntansi pemerintah berbasis akrual Terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah 

daerah(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu)/Akuntansi Sektor Publik 

 

Penelitian ini dibuat untuk menjawab masalah yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntasi pemerintah 

berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? Tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntasi pemerintah 

berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bengkulu. Variabel 

dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi 
pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jenis penelitian 

yang digunakan yaitu asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik 

pengumpulan data dengan kuesioner dan resume Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK 

yang telah di publikasikan. Metode analisis yang digunakan kuantitatif dan kualitatif dengan 

bantuan program Statistical Program Sience (SPSS). Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem 

pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu. Sistem pengendalian intern 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bengkulu. 

Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu. 

 

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
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ABSTRACT 

 

Heru Nurmansyah/222015094/2019/The Effects of internal control systems and the 

implementation of accrual-based government accounting standards in the quality of local 

government financial statements (Case Study of the Regional Organizations Bengkulu)/Public 

Sector Accounting.  

 

This research was made to answer the problem, namely the formulation of the problem in this 

study was to know the effects of internal control system and the imple,entation of accrual-based 

government accounting standards in the quality of local government financial statements? The 

purpose of the study was to determine the effect of the internal control system and the 

implementation of accrual-based government accounting standards in the quality of local 

government financial statements in Bengkulu. The variables in this study were internal control 

systems and the implementation of accrual-based government accounting standards in the quality 

of local government financial statement. The type of research used is associative. The data used 

are primary data and secondary data, data collection techniques with questionnaires and resumes 

of published of Semester Examination Results (IHPS). The analytical method used quantitative and 

qualitative with the help of the Statistical Program (SPSS) program. The results showed that the 

internal control system and the implementation of accrual-based government accounting 

standards had an effect in the quality of the local government financial statements in Bengkulu. 

The internal control system did not effect in the quality of local government financial statements in 

Bengkulu. The application of accrual-based government accounting standards had an effect in the 

quality of local government financial statements in Bengkulu. 

 

Keywords: Internal Control System, Application of Accrual-Based Government Accounting 

Standards, Quality of Government Financial Reports 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

           Sejak era reformasi, tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam menjalankan 

aktivitas pengelolaan keuangan semakin banyak diungkapkan. Laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh para 

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai pertimbangan membuat 

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan 

keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

Negara/daerah kepada rakyat, atas pengelolaan dana publik. 

           Anggota V BPK Moermahadi mengungkapkan bahwa Ibukota sendiri 

masih mendapati masalah dalam pengelolaan keuangannya,BPK hanya 

mengeluarkan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk laporan keuangan 

Pemerintah DKI Jakarta, berikut dasarnya: (1) Saldo piutang pajak kendaraan 

bermotor senilai Rp20,14M tidak didukung WP, jenis kendaraan, dan masa 

pajak terutang yang lengkap dan akurat. (2) Rekomendasi BPK pada temuan 

pemerikasaan atas laporan keuangan tahun sebelumnya terkait aset yang 

bersifat tetap belum ditindaklanjuti secara memadai oleh Pemprov DKI. (3) 

Penghapusan aset tetap senilai RP 168,01M tidak berdasarkan  usulan 

penghapusan dari SKPD pengguna barang dan SK penghapusan dari 

gubernur. (4) Perbedaan data nilai penghapusan asset yg dihapuskan di 
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BPKAD dan koreksi pencatatan atas saldo aset yang dihapuskan tidak dapat 

ditelusuri. 

            Laporan keuangan pemerintah disusun untuk meyediakan informasi 

keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan untuk membandingkan 

realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang 

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan 

efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya 

terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu informasi keuangan 

yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat 

dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana 

disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. 

           Ketua BPK-RI Harry Azhar Aziz mengungkapkan bahwa Badan 

Pemeriksa Keuangan juga masih menemukan ketidak konsistenan penerapan 

Interpretasi Standar Akuntasi Pemerintah (ISAP) terkait pencatatan 

Penyertaan Modal Negara (PMN). Saat ini, Indonesia belum menerapkan 

standar akuntansi internasional secara penuh. Salah satu ciri standar akuntansi 

internasional adalah diberlakukannya sistem pencatatan berbasis akrual. Dulu, 

Indonesia masih menggunakan standar pencatatan berbasis kas. Sebelum 

beralih ke pencatatan berbasis akrual, Komite Standar Akuntansi Pemerintah 

(KSAP) telah menyusun secara lengkap standar akuntansi pemerintah 

berbasis kas yang menuju akrual. 
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             Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyoroti sistem 

pengendalian intern (SPI) yang masih tidak tertata. Dalam Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015 saja, 48,88 persen masalah dalam 

temuan BPK disebabkan lemahnya SPI. Diperlukan terobosan dalam SPI agar 

satuan-satuan kerja (satker) di kementerian dan pemerintah daerah benar-

benar bekerja memberikan konsultasi dan pembinaan dalam setiap transaksi 

keuangan.BPK menyampaikan dari 666 objek pemeriksaan, masih ada 10.154 

temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.544 (48,88 

persen) permasalahan kelemahan SPI dan 7.890 (51,12 persen) permasalahan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai 

Rp33,46 triliun. 

            Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu 

wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan 

keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional 

pemerintah daerah (Dadang, 2015: 26). Hal senada yang dinyatakan oleh 

Erlina dkk, (2015: 19) Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu 

hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi 

ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah 

daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi 

oleh pihak-pihak yang memerlukannya. 
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           Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan 

pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan 

dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah PP No.71 Tahun 2010 

yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila 

informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah 

(LKPD) memenuhi kriteria kualitatif seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 

daerah. 

           Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas 

laporan keuangan pemerintah yang memadai. Sistem pengendalian intern 

sendiri memiliki peran yang penting dalam suatu organisasi maupun 

perusahaan. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bagian 

integral dari sistem akuntansi pemerintahan. Instansi pemerintah harus 

membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik, seringkali 

terjadinya berbagai kasus korupsi, pengelewengan keuangn negara, 

pemborosan anggaran, inefisiensi organisasi, dan kualitas laporan keuangan 

pemerintah yang buruk salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya 

sistem pengendalian intern (Mahmudi, 2016:251). 
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           Peningkatan kualitas pengendalian intern yang semakin baik dapat 

mengurangi keinginan dan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan dan 

penyelewengan. Sehingga integritas pejabat dan pegawai pemerintah akan 

semakin meningkat dan pada akhirnya wibawa pemerintahan dimata 

masyarakat akan semakin baik. Tahun 2008 telah diterbitkan Peraturan 

Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, Peraturan Pemerintah tersebut di prakarsai oleh Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai pelaksanaan dari pasal 58 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 

            Penyusunan laporan keuangan pada sektor publik telah mengalami 

perubahan sistem akuntansi yang digunakan, dari sistem akuntansi berbasis 

kas menjadi sistem akuntansi berbasis akrual. Sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) Berbasis Akrual. Pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 batas 

waktu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh (full accrual) 

diundur sampai dengan tahun 2014, hal ini berarti pada tahun 2015 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah harus menerapkan standar 

akuntansi berbasis akrual secara penuh. 

           Standar Akuntasi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan 

demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum 
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dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di 

Indonesia (Indra, 2010:134). 

          Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Irzal dan Suparno (2017) 

hasil penelitian ini bahwa Penerapan sistem informasi akuntansi, Sistem 

Pengendalian Internal, dan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Penelitian 

lainnya dilakukan oleh Tuti (2014) yang berjudul Pengaruh Sistem 

Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Cianjur dengan kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

         Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rukmi (2013) yang 

berjudul Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem 

Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian 

ini bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem 

informasi akuntansi pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

          Fenomena yang didapat dari berita tahun 2016 bahwa Badan Pemeriksa 

Keuangan menyatakan ada temuan-temuan pokok kelemahan dalam sistem 

pengendalian internal atas laporan keuangan Pemda Prov Bengkulu yakni:   

(1) Pengendalian internal atas persediaan kurang memadai. (2) Terdapat 

potensi kurang saji atas nilai piutang dalam laporan keuangan Pemda Prov 

Bengkulu. (3) Terdapat kesalahan penganggaran belanja senilai Rp 

5.569Miliar lebih pada Dinas Pendidikan dan Anggaran. (4) Realisasi Hibah 
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Barang senilai Rp 41.231M juga pada Dinas Pendidikan belum sesuai dengan 

Permendagri no.39 tahun 2012. (5) Ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan pada Pemda Prov Bengkulu yakni Realisasi pemberian 

honor kegiatan di beberapa SKPD melebihi ketentuan sebesar Rp 6.555M 

lebih dan realisasi honorarium panitia pelaksanaan kegiatan minimal senilai 

Rp 26,015M lebih tidak dapat diyakini kewajarannya (Yusna Dewi Kepala 

BPK-RI) perwakilan provinsi bengkulu. 

            Menyusun laporan keuangan dibutuhkan orang-orang yang 

berkompeten, serta memahami setiap standar atau peraturan yang telah 

ditetapkan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan 

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dari berbagai pihak. Laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK-RI) di Wilayah Kota Bengkulu seperti tabel berikut: 

Tabel I.1 

Hasil Opini BPK atas LKPD Kota Bengkulu  

Tahun 2013-2017 

Pemerintah Kota Bengkulu 

No Tahun Opini IHPS I Opini IHPS II 

1 2013 WDP WDP 

2 2014 WDP WDP 

3 2015 WDP WDP 

4 2016 WDP WDP 

5 2017 WDP - 

Sumber : IHPS I dan II 2018 BPK.go.id 

                  Berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat bahwa opini yang diberikan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas 

Kota/Kabupaten Wilayah Prov. Bengkulu belum maksimal, dapat dibuktikan 
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dengan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian belum didapat oleh semua 

daerah, dan pada tahun 2017 masih terdapat 8 daerah yang mendapat predikat 

Wajar Dengan Pengecualian, salah satunya yaitu Kota Bengkulu. 

                 Yuan Candra Djaisin (Ketua BPK perwakilan Bengkulu) 

mengungkapkan ada beberapa temuan yang menyebabkan kegagalan delapan 

Pemda yakni Pemda Kota dan Pemda Kaur, Pemda Bengkulu Selatan, Pemda 

Benteng serta Pemda Bengkulu Utara dan Pemda Lebong serta Pemda 

Kepahiang tidak dapat opini WTP, hal ini disebabkan masih kurangnya 

pengendalian intern terkait penataanusahaan pertanggungjawaban belanja 

barang dan jasa dan kurangnya sertifikasi dan pengelolaan bukti. Selain itu 

juga kurangnya pengelolaan belanja modal jalan, bangunan serta gedung 

lainnya. Kurangnya pendataan aset tetap terutama kebaradaan aset tetap. 

Terjadinya kekurangan kas daerah pada perbendaharaan dan masih 

banyaknya pembayaran proyek yang mengalami kelebihan, hal ini merupakan 

penyebab tidak terpenuhinya Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual 

sebagaimana yang telah dinyatakan dalam PP no.71 Tahun 2010 yaitu 

mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas. 

            Beberapa permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan 

keuangan pemda Bengkulu yakni : (1) kekurangan volume 24 paket pekerjaan 

jalan dan irigasi sebesar Rp4,42 M. (2) indikasi lebih bayar pekerjaan jalan di 

Pulau Enggano sebesar Rp7,1 M di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. Dari piutang sebesar itu, baru tertagih sebesar Rp1,13 M. (3) 

pemeriksaan belanja modal jalan dan jaringan irigasi tahun 2016 yang belum 
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ditindaklanjuti sebesar Rp2,7 M. (4) piutang pemprov Bengkulu tahun 

anggaran 2016 yang belum tertagih optimal sebesar Rp5,94 M. 

         Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian 

Intern dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada 

OPD Kota Bengkulu). 

B. Rumusan Masalah 

           Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan standar 

akuntasi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah ? 

2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah ? 

3. Bagaimana pengaruh standar akuntasi pemerintah berbasis akrual terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ? 
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C. Tujuan Penelitian 

           Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan 

standar akuntasi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

           Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu 

tentang sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi 

pemerintah berbasis akrual pada kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

2. Bagi OPD Kota Bengkulu 

Penelitian ini sebagai masukan dan gambaran untuk pemerintah daerah 

dalam melakukan sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi 

pemerintah berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan pemerintah di 

masa yang akan datang 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk melakukan 

peneilitian lebih lanjut yang sifatnya sejenis. 
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